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ABSTRAK

Program kerja di luar negeri menjadi salah satu solusi yang di_buat pemerl.nt.ah Indom':sw‘l
untuk mengatasi pengangguran di dalam negeri dan bekerja di Iuar' negeri juga menjadi
pilihan terakhir bagi warga negara Indonesia (WNI) yang memlllk.l kc_tcrbelakangan
ekonomi. Terdapat lima negara penempatan atau negara tujuan tertinggi yang sudah
bekerjasama dengan Indonesia dalam pengiriman PMI yaitu, Malaysia, Hongkong, Jepang,
Taiwan dan Korea Selatan. Namun baru-baru ini terdapat kasus tindak pidanq Perdagangan
orang di Kamboja, padahal negara ini bukan merupakan negara tujuan pengiriman tenaga
kerja Indonesia. Penelitian ini mengkaji strategi penyelamatan yang dilakukan pemerintah
Indonesia dalam penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang PMI asa!
Sumatera Selatan di Kamboja. Dengan menggunakan konsep Duty Of Care sebagai
landasan teori, penelitian ini menganalisis implementasi tiga model perlindungan DOC:
Social Contract Of Care, Intermediaries Of Care, dan Extensions Of Care, Dalam
penelitian ini menggunakan wawancara dan studi pustaka. Sebagai hasil dari penelitian ini
menunjukan bahwa sementara hubungan diplomatik melalui Social Contract Of Care telah
berhasil di bangun dengan didirikannya kantor perwakilan KBRI di Phnom Penh dan
adanya kerjasama antar instansi pemerintah daerah Ogan Ilir dan BP3MI Sumatera Selatan
yang turut membantu dalam penanganan korban TPPO tersebut. Intermediaries Of Care
sudah cukup optimal karena adanya peran lembaga swasta yang turut terlibat, dan
Extensions Of Care belum berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Pemerintah Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, TPPO, Duty Of Care,
Kamboja.
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ABSTRACT

The working abroad program is one of the solutions made by the Indonesian government to
overcome unemployment in the country, and working abroad is also the last choice for
Indonesian citizens who have economic backwardness. There are five countries of
placement, or the highest destination countries, that have collaborated with Indonesia in
sending PMI, Malaysia, Hong Kong, Japan, Taiwan, and South Korea. However, recently
there has been a case of human trafficking in Cambodia even though this country is not a
destination country for sending Indonesian workers. This study examines the rescue
strategy carried out by the Indonesian government in handling victims of human trafficking
PMI from South Sumatra in Cambodia. Using the concept of Duty Of Care as a theoretical
basis, this study analyzes the implementation of three DOC protection models: Social
Contract Of Care, Intermediaries Of Care, and Extensions Of Care. In this study using
interviews and literature studies, the results of this study indicate that while diplomatic
relations through the Social Contract of Care have been successfully built with the
establishment of the Indonesian embassy representative office in Phnom Penh and the
cooperation between local government agencies of Ogan Ilir and BP3MI South Sumatera,
who also helped in handling victims of TPPO. Intermediaries of Care has been quite
optimal because of the role of private institutions involved, and Extensions of Care has not
run optimally.

Keywords: Indonesian Government, Indonesian Migran Workers, TPPO, Duty Of
Care, Cambodia.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah-satu negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4
didunia, berdasarkan sensus penduduk tercatat jumlah penduduk di Indonesia pada
pertengahan tahun 2024 telah mencapai 283.487 juta jiwa (Worldmeter, 2024),
sebanyak 149,38 juta orang diantaranya merupakan usia kerja. Rentang usia penduduk
di Indonesia saat ini didominasi oleh remaja atau Gen Z dan kaum milenial dengan usia
produktif untuk bekerja. Hal ini tentu dapat menjadi salah satu keunggulan bagi
Indonesia karena memiliki banyak penduduk dengan usia yang masih produktif.
Namun, pada kenyataannya saat ini sebanyak 7,20 juta orang dari total angkatan kerja
tersebut merupakan pengangguran. Pengangguran merupakan angkatan kerja yang
tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari kerja. Bekerja adalah hak dasar dan
kewajiban setiap individu untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas
hidup mereka serta berperan penting dalam mengatasi berbagai masalah hidup mereka.
Angka pengangguran yang cukup tinggi di Indonesia ini disebabkan karena
ketidaksesuaian jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah angkatan

kerja (Kadin, 2024).

Pada dasarnya Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak ini, seperti yang
sudah di atur dalam Undang-undang Dasar 1945 yang tercantum pada pasal 27 ayat (2)
bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak. Pernyataan ini menunjukan bahwa pemerintah juga memiliki tanggung jawab

untuk memastikan setiap warga negaranya agar mendapatkan pekerjaan yang sesuai



dengan minat dan kemampuannya. Namun realitas yang terjadi saat ini telah
menunjukan bahwa peran pemerintah tersebut belum berhasil untuk menyediakan
lapangan pekerjaan yang memadai seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 27 ayat
2 tersebut (Rosida, 2017). Namun, untuk mengatasi masalah ini salah satu solusi yang
cukup efektif dilakukan pemerintah adalah dengan mengirimkan Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) yang saat ini sudah diubah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI)

ke luar negeri.

Saat ini sudah terdapat lima skema penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar
negeri, yang pertama disebut dengan Government to Government(G to G) atau
pemerintah dengan pemerintah. Indonesia saat ini telah bekerjasama dengan 3 negara
dalam program G to G ini yaitu Korea, Jerman dan Jepang, bahkan saat ini Indonesia
juga akan melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat dalam pengiriman PMI keluar
negeri. Kedua, private to private (P to P) merupakan skema penempatan PMI yang
dilakukan oleh perusahaan penempatan PMI (P3MI), Perusahaan Penempatan Tenaga
Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), atau Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia (PJTKI), dengan tujuan menempatkan PMI pada pengguna swasta di luar
negeri baik berupa badan hukum maupun perorangan. Ketiga yaitu Government to
Private (G to P), merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan swasta dan
pemerintah. Keempat, skema penempatan Mandiri (SSW), merupakan salah satu
proses atau skema penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dimana para calon
pekerja migran ini mencari pekerjaan sendiri dan berhubungan langsung dengan
pemberi kerja tanpa adanya perantara seperti perusahaan maupun individu lain baik
dari negara asal maupun negara tujuan. Kelima, Intern Corporate Transfership dimana

perusahaan secara langsung mencari tenaga kerjanya tanpa adanya perantara (BP2Ml,

2



2024). Beberapa bentuk skema penempatan Pekerja Migran Indonesia ini merupakan
bentuk upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran akibat dari terbatasnya
lapangan pekerjaan dalam negeri. Hal ini juga didukung dalam pasal 28D ayat (2) yang
menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Selanjutnya dalam pasal 31
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juga menegaskan
bahwa setiap tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memilih,
mendapatkan atau berpindah pekerjaan, serta memperoleh penghasilan yang layak baik

di dalam maupun di luar negeri.

Gambar 1.1 Lima Negara Penempatan PMI Tertinggi

Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Agustus Tahun 2024
Berdasarkan S Negara Penempatan Tertinggi

.

p Hong Kong
p.4 8.018

Created with mapchart.net

Gerak Masif, Kerja Progresif
“Lindungi Pekerja Migran Indonesia dari ujung rambut sampai ujung kaki"

Sumber :BP2MI

Berdasarkan data dari halaman resmi BP2MI, terdapat lima negara penempatan
atau negara tujuan tertinggi yang juga sudah menjalin kerjasama dengan Indonesia
untuk melakukan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI). Negara-negara tersebut

adalah Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Hongkong dan Taiwan. Lima negara ini



menjadi tujuan utama pengiriman PMI karena sudah adanya MOU atau perjanjian
bilateral yang tinggi akan tenaga kerja, selain itu tidak hanya memiliki kerjasama yang
kuat dengan Indonesia terkait pengiriman PMI, tetapi juga memiliki berbagai peluang

kerja di sektor-sektor vital dengan regulasi yang mengatur hak-hak pekerja.

Gambar 1.2 Jumlah Pengaduan PMI Agustus 2024

Berapa jumlah pengaduan Pekerja

Pengaduan
2 o . -
Migran Indonesia di Bulan Agustus? i il She s
Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Agustus 2022 189
Agustus 2023 172 ¥8,99%(17)
143 Pe ng aduan Agustus 2024 [ 143 ¥16,86% (29)
o 0 200 150 % 200 250 300 d Aahii
Per bulan Agustus 2024 terdapat 143 pengaduan, 5 sl
& Kategori Jul'24 Agu'24 % Perubahan Proporsi
yang menunjukkan penurunar sebanyak 16,86%
dari bulan Agustus tahun sebelumnya sebanyak Nonprosachiral 8 %6 123,73 % (22) k]
172 Prosedural 42 47 A 1190%(5) 32,87%
d Total 116 143 A 23,28%(27)
o
671]3 /° _Pengaduan i Jenis Kelamin Jul'24  Agu'24 % Perubahan Proporsi
berasal dari Pekerja Migran Indonesia Laki-laki 50 70 A 40,00% (20) 28,95%
Nonprosedural Perempuan 66 73 A10,61% (7) 51,05%
Total 116 143 A 23,28% (27)
Pengaduan Pekerja Migran Indonesia bulan
Agustus 2024 didominasi oleh Perempuan Kategori Kasus Jul '24 Agu '24 %Perubahan
sebanyak 73 aduan, naik 10,61% dari bulan PMI gagal berangkat 9 29 A222,22%(20)
sebelumnya yang berjumlah 66 aduan. Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia 6 20 4233,33%(14)
r Laki-laki Perempuan PMI Ingin Dipulangkan 25 16 W¥36,00%(9)
/\\;) o5 U ek .g 73 (51,05%) pekmnnmaxmuaf PK 10 13 A3u,oo:,e(3)
% Perubahan % Perubahan Penipuan peluang kerja 7 11 A57,14%(4)
,/ |\\ A 40,00% (20) [ A 10,61% (7) Lalniya 59 54 ¥8,47%(S)

*data ditarik per 1 September 2024
**Datadiurutkan berdasarkan jumlah Pengaduan pada bulan Agustus

Sumber :BP2MI

Infografis di atas menunjukan bahwa sebanyak 67,13% kasus atau pengaduan sejak
agustus 2024 didominasi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat secara
non-prosedural. Para PMI non-prosedural inilah yang banyak menjadi korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di luar negeri. Berdasarkan undang-undang No.21
Tahun 2007 pasal 1 angka 1, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan



penggunaan kekerasan, penculikan penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan

eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Proses pemberkasan dalam program pemerintah untuk bekerja di luar negeri sering
kali memakan waktu yang cukup lama, sehingga banyak orang merasa kesulitan untuk
mendaftar dan lebih memilih yang instan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum-
oknum tidak bertanggung jawab, atau yang dikenal sebagai calo, yang menawarkan
jalan pintas dengan iming-iming gaji yang tinggi serta proses yang lebih cepat dan
mudah. Tawaran ini tentu menarik minat masyarakat, sehingga mereka tergiur dan
akhirnya terjebak dalam situasi dimana mereka diberangkatkan secara ilegal atau non-
prosedural (Marina Yanggolo, 2024). Media sosial menjadi salah satu teknologi yang
digunakan oleh para calo untuk menyebarluaskan informasi seputar pekerjaan di luar
negeri. Beberapa platform media sosial yang sering digunakan adalah facebook,
instagram, tiktok, twitter, telegram dan lain sebagainya (Alife Dwily Hamana, 2023).
Berdasarkan riset lapangan atau sosialisasi yang dilakukan BP3MI Sumatera Selatan
kurangnya pengetahuan dan informasi tentang bekerja di luar negeri juga menjadi salah
satu faktor utama mengapa banyak warga negara Indonesia yang menjadi korban
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di luar negeri terutama masyarakat yang
masih di pedesaan, karena kurangnya pengetahuan ini membuat mereka lebih mudah
percaya dengan tipuan-tipuan yang sengaja dibuat untuk menjebak mereka. Selain itu,
banyak warga negara Indonesia yang tidak memiliki keterampilan khusus bahkan

banyak yang tidak menyelesaikan pendidikan sekolah, sehingga sulit bagi mereka
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untuk mendapatkan pekerjaan di dalam negeri. Kondisi ekonomi yang semakin sulit

inilah yang mendorong mereka terpaksa untuk mencari pekerjaan di luar negeri.

Kamboja adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi negara tujuan
perdagangan orang, dengan korban paling banyak adalah para pekerja migran
Indonesia yang bahkan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir ini.
Negara ini juga terkenal bahwa mereka melegalkan perjudian online, hal inilah yang
menjadi salah satu penyebab mengapa negara tersebut menjadi negara tujuan dalam
perdagangan orang (Dhea Shabrina, 2023). Banyak sekali tenaga kerja Indonesia yang
bekerja di kamboja yang awalnya dijanjikan gaji yang besar, diberi tempat tinggal yang
nyaman, dan pekerjaan yang aman sehingga membuat mereka tergiur untuk bekerja di
Kamboja. Namun, pada kenyataannya semua tidak sesuai dengan perjanjian awal
sebagian besar dari mereka banyak dipekerjakan di profesi perjudian online dan
penipuan pasar online dengan gaji yang kecil bahkan ada yang tidak digaji sama sekali
(Farhan Zabiyani, 2023).

Berdasarkan data pengaduan yang diterima kantor BP3MI SUMSEL pada bulan
Juni 2024 lalu bahwa terdapat delapan orang korban PMI asal Sumatera Selatan yang
menjadi korban perdagangan manusia di negara Kamboja. Awal mula kasus tersebut
terjadi saat 6 orang pemuda asal Ogan Ilir dan 2 orang berasal dari Palembang pergi ke
Kamboja melalui sebuah agen ilegal untuk bekerja pada perusahaan swasta, pada
awalnya mereka dijanjikan untuk bekerja sebagai petugas kebersihan dengan iming-
iming gaji US$800 per bulan. Namun setelah sampai disana mereka malah
dipekerjakan pada industri penipuan online dan judi online jika ingin pulang mereka
harus membayar denda dengan jumlah yang sangat besar. Pihak keluarga korban

akhirnya mengeluh bahwasannya anak-anak mereka mendapatkan perlakuan yang tidak
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baik disana dan mereka membuat sebuah video untuk meminta tolong kepada presiden
RI agar anak mereka bisa dipulangkan, dari video tersebutlah yang akhirnya membuat

kasus ini menjadi viral di media sosial (Fajriansyah, 2024).

Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera
Selatan merupakan lembaga pemerintah non kementerian di bawah BP2MI yang
memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan
dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu di wilayah Sumatera Selatan
(BP2MI, 2024). BP3MI SUMSEL memiliki peran yang sangat penting dalam
membantu para korban TPPO asal Sumatera Selatan ini, pada juli 2024 lalu sudah ada
beberapa korban yang berhasil dipulangkan namun, ada juga sebagian yang belum bisa
dipulangkan Berdasarkan situasi tersebut, menunjukan bahwa peran BP3MI SUMSEL
dalam perlindungan dan pemulangan para pekerja migran Indonesia wilayah Sumatera
Selatan yang bermasalah di luar negeri sangatlah besar terutama pada kasus
perdagangan manusia seperti ini ditambah lagi para korban tersebut merupakan tenaga
kerja ilegal atau non prosedural sehingga dalam proses penanganan atau penyelamatan
para korban TPPO tersebut memerlukan strategi yang melibatkan beberapa instansi
pemerintah lainnya yang juga turut membantu proses pemulangan para korban seperti
KBRI dan instansi pemerintah lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka pada
penelitian ini akan meneliti dan membahas mengenai bagaimana dan apa saja strategi
yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam penanganan para Pekerja Migran
Indonesia (PMI) non prosedural asal Sumatera Selatan yang menjadi korban

perdagangan manusia di Negara Kamboja tahun 2024.



1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka yang akan diteliti pada
penelitian ini adalah: “Bagaimana Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan
Korban TPPO Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Asal Sumatera Selatan Di

Kamboja?”

1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Objektif

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan meneliti strategi yang

dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya mereka untuk penanganan

korban TPPO pekerja migran Indonesia non-prosedural asal Sumatera Selatan

di negara Kamboja.

1.3.2 Tujuan Subjektif

a. Untuk memenuhi persyaratan akademi guna memperoleh gelar sarjana di
jurusan ilmu hubungan internasional.

b. Untuk menerapkan ilmu yang sudah diperoleh selama masa perkuliahan,
sehingga dapat memberikan manfaat bagi penulis dan memberikan
kontribusi yang positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang
ilmu hubungan internasional.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan memperluas
pemahaman dalam kajian IImu Hubungan Internasional, khususnya mengenai

keamanan transnasional serta strategi pemerintahan Indonesia dalam memberikan



perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia yang menjadi korban Tindak

Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja.

1.42 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengalaman mengenai strategi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam
menangani para korban TPPO serta sebagai upaya mereka dalam melindungi
pekerja migran Indonesia.

2. Bagi Masyarakat diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bahayanya
menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat secara non-prosedural
serta menambah pengetahuan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
(TPPO) dan peran pemerintahan yang bergerak sebagai Badan perlindungan

PMI.
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